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ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor

25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan

Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak

Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak

Anak dengan menetapkan maksud dan tujuan; pemenuhan hak anak yang

mencakup hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan

waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus; kewajiban anak;

pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak melalui penguatan kelembagaan dan

lima klaster hak anak (termasuk pesantren ramah anak, fasilitas pelayanan

kesehatan ramah anak, sekolah ramah anak, dan ruang bermain ramah anak);

tahapan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang meliputi perencanaan, pra-

KLA, pelaksanaan, dan evaluasi; kelembagaan Kabupaten Layak Anak yang terdiri

atas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Komisi Perlindungan Anak Daerah,

Forum Anak, dan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;

tanggung jawab kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan; peran serta

masyarakat, dunia usaha, dan media massa; pemberian penghargaan; serta

pendanaan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2024.

Batang Tubuh : 54 Halaman

Penjelasan : 7 Halaman


